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Abstract: Sexual violence involves forced sexual acts by an adult on a child or a child on another child.
This study aims to identify the factors that influence children to commit such crimes, apply a restorative
justice approach to child perpetrators of sexual violence, and analyze the court decision at the Pamekasan
District Court in case Number: 8/Pid.Sus-Anak/2022 /Pn. Pmk. The method used is a normative juridical
approach with a qualitative descriptive approach, as well as data collection through documents and
literature studies. Data analysis was carried out following the theory through the stages of condensing
data, presenting data, and drawing conclusions or verifying results (Miles et al., 2014). The results of the
study show that the factors that influence children to become involved in this crime include the relationship
between the perpetrator and the victim that is used by the perpetrator, as well as environmental influences
such as isolation or activities without parental supervision. The restorative justice approach is used in
dealing with cases of sexual violence against minors. Analysis of the judge's decision in case Number:
8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pmk shows the judge sentenced him to one year's prison sentence at Pamekasan
Prison and job training at Upt. Contribution to Social Services on Jl. Ronggo Sukowati, Pamekasan
Regency for three months.
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Abstrak: Kekerasan seksual melibatkan tindakan seksual paksa oleh orang dewasa pada anak atau anak
pada anak lainnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak
mel akukan kejahatan semacam itu, menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada anak pelaku kekerasan
seksual, dan menganalisis putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam perkara Nomor:
8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan
pendekatan deskriptif kualitatif, serta pengumpulan data melalui studi dokumen dan literatur. Analisis data
dilakukan mengikuti teori melalui tahap kondensasi data, penygjian data, dan penarikan kesimpulan atau
verifikas hasil (Miles et a., 2014) . Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi anak
terlibat dalam kejahatan ini termasuk hubungan pelaku dan korban yang dimanfaatkan oleh pelaku, serta
pengaruh lingkungan seperti isolasi atau aktivitas tanpa pengawasan orangtua. Pendekatan keadilan
restoratif digunakan dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak di bawah umur.
Analisis keputusan hakim dalam kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk menunjukkan hakim
menjatuhkan hukuman penjara satu tahun di Lapas Pamekasan dan pelatihan kerjadi Upt. Pelayanan Sosial
Sumbangsih di J. Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan selama tiga bulan.

Kata kunci: Anak, Kekerasan seksual, Pelaku, Putusan Hakim.
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PENDAHULUAN

Generas muda sebagai pewaris aspirasi perjuangan bangsa memegang peran
krusial dalam memastikan kelangsungan bangsa dalam upaya pembangunan nasional.
Agar mereka bisa menjalankan tugas ini, mereka perlu diberi peluang yang maksimal
untuk berkembang secara holistik, termasuk secara fisik, mental, dan spiritual. Hak-hak
mereka harus diakui, dilindungi, dan ditingkatkan. Oleh karena itu, semua upaya untuk
mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap anak harus
dilakukan(Erwandi, 2020)

Konsep anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk dalam
hal ini anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun
perlu mendapatkan perlindungan yang ditetapkan oleh hukum. Perlindungan anak sesuai
dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merujuk pada
segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya,
sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan hak asasi manusia, sertaterlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Hasibuan et
al., 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat
adanya 16.106 kasus kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia pada 2022. Dari 16 ribu
kasus tersebut, 17.641 anak telah menjadi korban. Lebih dari setengahnya, yaitu 54,3
persen merupakan korban kekerasan seksual. Artinya, ada 8.820 anak di Indonesia yang
telah menjadi korban kekerasaan seksual pada tahun 2022 (Indonesia, 2023).

Namun, tidak sedikit anak menjadi pelaku kekerasan seksual, contoh kasus yang
terjadi di Pamekasan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual, penyelesaian
masalah anak melalui pendekatan restoratif, serta sanks pidana terhadap tindak pidana
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor:
8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk
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KAJIAN TEORETIK
Pertanggung jawaban pidanater hadap anak yang berkonflik dengan hukum

Kegjahatan pada esensinya adalah tindakan yang melanggar hukum dalam segi
materiil dan formil. Karakteristik mutlak dari suatu tindak pidana yang bertentangan
dengan hukum, berarti bahwa meskipun formulasi pelanggaran tidak secara eksplisit
mengandung ketidakpastian hukum, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai
melanggar hukum. Dengan demikian, rumusan formal dalam undang-undang hanya
berfungs sebagai indikator formal untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan
melanggar hukum. Namun, indikator formal/objektif ini masih harus dinilai secara
substansial, apakah ada alasan yang membenarkan atau tidak, serta apakah perbuatan
tersebut secara nyata melanggar kesadaran hukum masyarakat atau norma hukum yang
berlaku dalam masyarakat. Jika dalam segi materiil perbuatan tidak melanggar hukum,
maka dapat dianggap tidak ada tindak pidana dan sebagai akibatnya tidak dapat dikenai
hukuman. Oleh karenaitu, terlihatlah keseimbangan antara standar formal (terkait hukum
formal/kepastian hukum) dan standar substansial (terkait hukum materiil/nilai-nilai
keadilan). (Made et d., 2023).

Kemampuan seseorang bisa diartikan sebagai kondis mental yang normal dan sehat
sertakapasitasaka sehat untuk memilah antaratindakan yang benar dan yang salah, atau dengan
katalain, mampu mengenai sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan dan bertindak sesual
dengan keyakinannyauntuk menentukan keputusannya. Jadi, adaduafaktor yang memengaruhi
kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni faktor dasan dan faktor kemauan. Kemampuan
aka memungkinkan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diizinkan dan yang
tidak, sementara kemauan memungkinkan seseorang menyesuaikan diri dengan apa yang
diperbolehkan dan dilarang (Sukarno Aburaera, 2017).

Kesehatan mental seseorang ditentukan oleh kapasitas aka pembuat keputusan.
Kapasitas ini memungkinkan seseorang untuk memilah tindakan yang layak dan yang tidak.
Kemampuan pembuat keputusan untuk membedakan tindakan tersebut membuat individu dapat
dianggap bertanggung jawab secara hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Tanggung
jawab ini dapat diatribuskan karena kapasitas akal yang sehat mampu mengarahkan
kemauannya untuk berjalan sgdan dengan hukum yang berlaku (Firganefi Heni Siswanto,
2018).



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Studi Putusan PN PAMEKASAN No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk)

"Dapat dipertanggungjawabkan pembuat” dalam ha ini mengacu pada memenuhi
kriteria. untuk dianggap bertanggung jawab. "Mengingat prinsp tidek ada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat bisa dianggap bertanggung
jawab jika ada kesalahan yang terbukti." Keadaan batin mampu membedakan tindakan yang
diperbolehkan atau yang tidak, atau memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab adaah
sesuatu yang terletak di luar konsep kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan
prasyarat kesalahan, sehingga tidak termasuk dalam konsep kesalahan itu sendiri. Terhadap
individu manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur
pertanggungj awaban pidana, sebagai unsur prasyarat kesalahan (Johny Krisnan, 2008).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan
"anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas)
tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun,” ini menunjukkan bahwa para
pembuat undang-undang telah sepakat bahwa usia 8 (delapan) tahun memang merupakan usia
di manatanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tidak dapat diminta, karenaanak yang
berusia seperti itu masih belum memahami konsekuens perbuatannya. Jikaanak yang belum
mencapal usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, atau
dengan kata lain, belum mencapa usia 18 (delapan beas) tahun, anak tersebut tetap akan
diadili dalam sidang anak." Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 20 bahwa: "Dalam hal tindak
pidana dilakukan oleh anak sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan disidangkan
di pengadilan anak setelah anak tersebut melewati usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum
mencapal usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap disidangkan dalam pengadilan anak
(Bherta, 2021)."

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia ddlam UU Sistem Peradilan
Pidana Anak adaah sebaga berikut:

1. Pasal 69 ayat (1), Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikena tindakan berdasarkan
ketentuan dalam UU-SPPA. Ini mengindikasikan bahwa UU ini merupakan UU yang
bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan di luar UU ini yang dapet dijatuhkan
terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan
sebagaimana diatur dalam KUHP.

2. Tindakan dapat digukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecudi tindak
pidana diancam dengan pidanapenjarapaing singkat 7 (tujuh) tahun.
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3. Pasa 71 ayat (3) Apabila ddam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihankerja.
4. Peasal 71(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan
martabat Anak.
5. Pasa 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai
tindakan. Hal ini dapat ditafsrkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang
sudah mencapai usia14 sampai dengan 18 tahun.
6. Pasa 70, bahwaringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan padawaktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan
hakim untuk tidak menjatunkan pidana atau mengenakan tindakan dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menuju
keadilan restorative

Pada dasarnya, anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari
berbagai bentuk kejahatan atau tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi
diri merekasendiri, baik itu kerugian dalam aspek mentd, fisik, maupun sosial dalam berbagai
aspek kehidupan dan eksistend. Oleh karenaitu, anak membutuhkan dukungan dari berbagai
pihak untuk melindungi diri mereka, terutama mengingat sSituas dan kondis yang spesifik
dalam konteks peradilan pidana anak yang sering kai asing bagi mereka. Anak memerlukan
perlindungan terhadap potens kesaahan dalam penerapan aturan hukum yang berlaku pada
mereka, yang dapat berdampak pada kerugian dalam ha mentd, fisk, dan sosad.
Perlindungan semacamini dikenal sebagai perlindungan hukum yuridis (legal protection) bagi
anak (Sibarani, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Pemerintah dan lembaga negara
memiliki kewgjiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak daam situas
darurat, anak yang menghadapi masal ah hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolas,
anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyaahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif
lainnya, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak yang
mengalami kekerasan baik secara fisk maupun mental, anak dengan cacat, dan anak yang

mengalami perlakuan salah dan penelantaran.”.
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Poin pertama dalam pasa tersebut mengacu pada Situas di mana anak berada dalam
konflik dengan hukum. Terkadang, sebagian orang mungkin mengasosiasikan anak yang
berhadapan dengan hukum dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, telah dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 mencakup anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana juga memiliki
kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Pribadi (2018) menjelaskan
beberapa al asan perlindungan hukum diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum
adalah:

a.  Anak tidak dapat berjuangsendiri

Anak addah moda utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk

itu hak- haknya harus dilindungi.

b. Kepentinganterbaik bagi Anak (the best interst of the child)

Pringp ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of

paramount importence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setigp keputusan yang

menyangkut anak.
c. Ancangan daur kehidupan (Life-CircleApproach)
Perlindungan anak mengacu pada pemahahaman bahwa perlindungan harus dimulai
sgak dini dan terusmenerus
d. Lintassektora
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung
maupun tidak langsung
Mengenai perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 40
Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak yang dituduh melanggar hukum memiliki hak
untuk diperlakukan dengan menghormati martabat dan harga dirinya, serta dengan
mempertimbangkan hak asas manusia dan kebebasan orang lain. Pasal 37 Konvensi Hak
Anak menegaskan larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, hukuman
mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena terhadap anak (Hasibuan et al.,
2020).
Metode keadilan restoratif yang digunakan adalah konsultasi pemulihan yang
melibatkan korban, pelaku, dan keluarga masing-masing, serta perwakilan masyarakat yang
mewakili lingkungan tempat kejahatan terjadi. Dukungan dari lingkungan setempat
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diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan di luar sistem peradilan anak,
sehingga putusan yang dihasilkan lebih mengutamakan kepentingan dan tanggung jawab
anak sebagai pelaku, korban, dan masyarakat (Sosiawan, 2017). Restorative justice
membawa manfaat bagi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi dengan melibatkan sistem
peradilan anak yang ramah anak dan peka gender, serta melibatkan partisipas masyarakat.
Proses restorative justice merupakan langkah dari sistem peradilan pidana menuju
penyelesaian melalui musyawarah mufakat, yang sesuai dengan semangat kekeluargaan
bangsa Indonesia (Suwandewi & Adiyaryani, 2020).
Berdasarkan kajian teori di atas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis:
1. Apa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan
seksual?
2. Bagaimana pendekatan restorative justice system terhadap anak pelaku tindak
pidana kekerasan seksua studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pamekasan
Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk?
3. Bagaimanaanalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada perkara
Nomor: 8/Pid.Sus- Anak/2022/Pn.Pmk?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan yuridis normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doctrinal atau
penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan
berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang
berhubungan dengan pokok bahasan (Sugiyono, 2015). Untuk menjawab permasalahan di
atas, metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan digunakan. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut diterapkan melalui analisis
terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006, serta keputusan hakim dalam kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk.

Langkah berikutnya adalah melakukan penataan sistematis, interpretasi yang
terarah, serta analisis dan penilaian terhadap sumber-sumber hukum, baik dari segi

substansi maupun relevansi substansinya. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa
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tahap, termasuk tahap kondensas data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi hasil. (Mileset al., 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.

305

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana
K ekerasan Seksual

Dalam situasi beberapa insiden kekerasan seksual, terdapat sejumlah faktor yang
mempengaruhi tindakan pelaku. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, kasus
tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah sering terjadi. Tindak
pidana semacam itu memiliki latar belakang yang beragam dan disebabkan oleh
berbagai faktor yang berbeda-beda. Dari sgfumlah kejadian, ada situasi di mana pelaku
kekerasan seksual pernah menjadi korban tindak serupa sebelumnya, mungkin karena
mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak mendapat perhatian atau
penanganan yang memadai, sehingga mereka berpotensi berubah dari korban menjadi
pelaku. Anak-anak di bawah usiayang terlibat dalam kekerasan seksual juga sering kali
tidak mendapat pengawasan dan pendidikan yang memadai dari orangtua mereka,
sehingga lingkungan yang buruk dapat memengaruhi perilaku negatif mereka
(Erwandi, 2020).

Di usia yang rawan terhadap pengaruh buruk, peran pengawasan orangtua
sangatlah penting, terutama karena perangkat teknologi seperti gadget telah menjadi
teman sehari-hari anak-anak. Dengan rasa ingin tahu yang besar, anak-anak mungkin
mencoba mencari informasi yang tidak pantas, seperti melihat konten pornografi atau
gambar-gambar vulgar, yang kemudian dapat berdampak pada perilaku mereka dalam
kehidupan nyata, termasuk tindakan kekerasan seksual. Kesimpulannya, masalah ini
berakar pada respons dan pengawasan yang kurang dari masyarakat serta peran
orangtua yang tidak cukup dalam membimbing dan mendampingi anak-anak dalam
kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan
menjadi lebih bebas, tanpa adanya batasan yang seharusnya membedakan tindakan
yang boleh dan yang tidak boleh terkait dengan hubungan antara jenis kelamin yang
berbeda. Ini terjadi karena anak-anak sering kali memiliki kontrol diri yang rendah dan
lebih rentan terhadap kekerasan seksual.
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2. Pendekatan Restorative Justice System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

K ekerasan Seksual

Sistem keadilan restoratif menerapkan konsep yang berfokus pada pencapaian
keadilan melalui pemulihan. Prosesrestorasi dalam sistem keadilan restoratif dilakukan
melalui suatu pendekatan yang disebut diversi (Suwandewi & Adiyaryani, 2020).
Diversi merupakan proses pengalihan penanganan kasus anak dari jalur peradilan yang
panjang dan kaku ke jalur alternatif. Mediasi memainkan peran penting dalam proses
diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Pasal 6 dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan tujuan diversi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

3. Menghindarkan Anak dalam perampasan kemerdekaan;

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Syarat bagi pelaksanaan diversi adalah bahwatindak pidanatersebut diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana.

Di Indonesia, penerapan sistem keadilan restoratif dikenal dengan penyelesaian
secara kekeluargaan atau melalui musyawarah. Proses penyelesaian melalui musyawarah
ini melibatkan pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak. Keluarga pelaku dan
korban memiliki peran moral yang sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif.
Proses musyawarah ini juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai
kesepakatan dan memantau hasil dari kesepakatan tersebut. Masyarakat memiliki peran
penting dalam mewakili kepentingan lingkungan di mana peristiwa pidanaterjadi. Hal ini
bertujuan agar kepentingan publik tetap diwakili dalam proses pengambilan keputusan
(Saman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022).

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdapat beberapa kasus yang
melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah tindak pidana
kekerasan seksual. Kasusini melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rentang
waktu 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut adalah data
mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Pamekasan.
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Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan
Negeri Pamekasan

No Tahun Jumlah
1 2018 1
2 2019 1
3 2020 0
4 2021 5
5 2022 1
Total 8

Sumber : Pengadilan Negeri Pamekasan

Dalam konteks kasus yang melibatkan anak yang berurusan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Pamekasan, dalam kasus tertentu dengan nomor 8/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn.Pmk, proses persidangan tetap berlangsung dengan penekanan pada
hukuman terhadap pelaku anak.

Menurut penulis, dalam keputusan kasus yang melibatkan pelaku anak, hakim
hanya berfokus padatindakan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.
Padahal, dalam konteks peristiwa hukum, terdapat objek hukum yang memerlukan
perlindungan. Seperti pada kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk, dampak dari
tindakan pelaku menyebabkan korban mengalami depresi, merasa malu untuk
berinteraksi dalam masyarakat, dan mengalami perlakuan negatif dari teman sebaya. Ini
menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban akibat
tindakan pelaku, bukan hanya mengena konsep kepastian hukum yang diterapkan.

Karena itu, penulis menyarankan bahwa perhatian utama terhadap kerugian akibat
tindak kejahatan tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum semata. Mengamati hal
ini, perlindungan bagi korban akan berhasil melalui pendekatan keadilan restoratif,
dengan berfokus pada pemulihan kerugian korban, bukan hukuman bagi pelaku anak. Ini
memerlukan kesediaan korban dan keluarganya untuk tidak hanya berfokus pada
hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada usaha bersama untuk memulihkan kerugian dan

penderitaan yang dialami.
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3. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada perkara No:
8/Pid.Sus- Anak/2022/Pn Pmk

Dalam sistem peradilan pidanaanak, anak meliputi tiga kategori: anak yang terlibat
masal ah hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak
pidana. Anak yang terlibat konflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12
(dua belas) dan 18 (delapan belas) tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Di
Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur hukum materiil dan
prosedural secara rinci. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap putusan
hakim dari Pengadilan Pamekasan dalam kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.PmkK.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, berupa putusan pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari
segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Putusan ini bertujuan
untuk menyelesaikan kasus yang digjukan terhadap terdakwa. Sebelum memutuskan,
hakim memeriksa kasus dengan seksama. Pertimbangan hakim dalam putusan bersifat
yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan dari Jaksa Penuntut
Umum, kesaksian saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti, dan pasa yang dilanggar.
Pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa, kondis
terdakwa saat melakukan kejahatan, dampak perbuatan terdakwa, serta aspek lain yang
berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim diharapkan
menciptakan keadilan dengan mempertimbangkan bukti sah dan fakta persidangan.

Dari putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk yang diteliti oleh penulis,
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan dukungan bukti sah, kesaksian
saksi, keterangan terdakwa, dan surat Visum Et Repertum yang diperoleh selama
persidangan, hakim memutuskan bahwa MUHAMMAD DIAN Bin SULAIMAN
bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap korban
RAHMAWATI DANIA yang masih di bawah umur. (Referensi: Sitompul, 2012)

Selanjutnya, dalam pertimbangannya, hakim yang dianalisis oleh penulis
mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan terdakwa. Salah satunya adalah
bahwa perbuatan anak telah merusak masa depan korban yang merupakan saksi. Namun,
terdapat juga faktor-faktor yang meringankan, seperti terdakwa mengekspresikan
penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, korban telah memberi
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pengampunan kepada terdakwa, terdakwa belum memiliki catatan pidana sebelumnya,
serta pertimbangan bahwa terdakwa adalah anak yang juga harus dilindungi dan diberi
kesempatan untuk memperbaiki diri.

Meskipun demikian, dalam keterangannya, tidak terdapat penjelasan yang memuat
tindakan berulang yang dilakukan oleh terdakwa, yang sebenarnya dapat dihubungkan
dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Menurut penulis, seharusnya hakim mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP karena
semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan berulang
terdakwa yang seharusnya mampu memberatkan terdakwa.

Penting bagi pertimbangan hakim untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak.
Setelah menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, penulis
menganalisis putusan ini dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memiliki pendekatan yang lebih holistik
terhadap posisi anak dalam hukum. Dalam undang-undang ini, seluruh aparat penegak
hukum ikut terlibat dalam menyel esaikan masal ah yang melibatkan anak.

Penulis menganggap bahwa peraturan ini sangat penting untuk memandu hakim
dalam mengambil putusan terhadap pelaku tindak pidana agar konsistensi dan kesesuaian
antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan dapat tercipta. Sebagai contoh,
pasa 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menetapkan hukuman pokok untuk anak dapat berupa pembinaan dalam
lembaga, dan pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa dalam kasus hukuman kumulatif antara
penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja.

Dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk, hakim memutuskan
hukuman pidana 1 (satu) tahun dan latihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan di Upt.
Pelayanan Sosial Sumbangsih di J. Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan. Hukuman
pidana semata-mata ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak
mengulangi perbuatannya, sedangkan pelatihan kerja dimaksudkan memenuhi hak-hak
anak untuk tetap memperoleh pendidikan dan keterampilan hidup, yang nantinya menjadi
bekal pengetahuan ketika kembali ke masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya.

Dengan demikian, menurut penulis, putusan hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan
sudah sesuai karena sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta
mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak..
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SIMPULAN

1. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak memiliki dampak serius
terhadap moralitas anak di masa depan. Secara umum, terdapat dua faktor yang
mempengaruhi anak dalam melakukan kekerasan seksual, yaitu faktor internal yang
berkaitan dengan hubungan antara korban dan pelaku, serta faktor eksternal yang
berasal dari lingkungan di sekitarnya.

2. Dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan
pendekatan restorative justice system. Pendekatan ini melibatkan pertemuan antara
keluarga korban dan keluarga pelaku dengan fokus pada pemulihan kerugian dan
penderitaan yang dialami oleh korban. Namun, dalam putusan perkara Nomor:
8/Pid.Sus- Anak/2022/Pn Pmk, hanya merujuk pada perbuatan anak yang terlibat
dengan hukum.

3. Putusan hakim terhadap anak di Pengadilan Negeri Pamekasan dinilai sesuai dengan
dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum serta mengacu pada Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis
berpendapat bahwa keputusan hakim ini telah tepat dalam konteks perundang-
undangan dan tuntutan yang dihadapi.
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